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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul ”Analisis Penerpan Moodrenisasi Administrasi Perpajakan 

Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan 

Timur”Analisis penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama 

Medan Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode asosiatif 

dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 

non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, dan sampel sebanyak 

99 responden. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada 

KPP Pratama Medan Timur. 

 

Kata Kunci : Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

 

This research is entitled "Analysis of the Application of Tax Administration 

Moodrenization and Compliance Level of Individual Taxpayers at KPP Pratama 

Medan Timur". The research of this analysis aims to prove whether the 

application of tax administration modernization has a positive and significant 

effect on the level of compliance of individual taxpayers non-employe at KPP 

Pratama Medan Timur. The data analysis technique used is the associative 

method with the help of the SPSS version 16.0 program. This study uses simple 

linear regression analysis. The population of this study were all non-employee 

taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur, and a sample of 99 

respondents. Primary data collection using a questionnaire. The results showed 

that the application of modernization of tax administration had a positive and 

significant effect on the level of individual taxpayer compliance at KPP Pratama 

Medan Timur. 

 

Keywords : Implementation of Tax Administration Modernization and Taxpayer 

Compliance Level 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan Nasional sebuah Negara merupakan kegiatan yang 

berlanjut terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini tentu membutuhkan perhatian 

khususnya dalam segi pembiayaan. Dana yang menjadi sumber pendapatan 

Negara dikelola dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN). Dalam susunan RAPBN, sumber penerimaan pokok Indonesia ada 

dua, yang pertama bersumber dari penerimaan perpajakan dan yang kedua 

bersumber dari penerimaan bukan pajak. Berikut merupakan data pendapatan 

Negara tahun 2015-2019: 

Gambar 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 

 

    Sumber : Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  

2015-2019

1370827,2

1539166,2 1495893,8 1548485,0

1780995,9

388037,0
245083,6 240362,9

349158,3 361092,9

2015 2016 2017 2018 2019

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor 

perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dalam negeri. Sumber 

pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan 

Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak telah ditentukan 

oleh undang–undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai 

dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. 

Dibalik tingginya peran pajak terhadap penerimaan Negara, angka 

tersebut bukanlah angka yang terbaik. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya 

persentase tax ratio (rasio perpajakan) di Indonesia. Tax ratio disini 

merupakan perbandingan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat). 

Dapat dilihat tax ratio dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ditahun 

2019, pencapaian tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,7%, meleset dari 

angka yang ditargetkan yakni 12,2%. International Monetary Fund (IMF) 

mensyaratkan bahwa suatu negara dapat melakukan pembangunan 

berkelanjutan kalau tax ratio nya minimal 12,10%, bila tax ratio masih di 

bawah itu, maka pembangunan belum akan memenuhi harapan. 

Dilansir dari Suara.com (2018), Menteri Keuangan Indonesia, Sri 

Mulyani menyatakan bahwa rendahnya rasio pajak ini dikarenakan jumlah 

wajib pajak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya masih sedikit. Hal 

itu merupakan dampak dari kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan 

yang masih sangat rendah. Hal ini berarti, rendahnya kepatuhan wajib pajak 

menjadi sumber masalahnya. 
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Gambar 1.2 Penerimaan KPP dan Penerimaaan PPh pasal 21 KPP 

Pratama Medan Timur Tahun 2015-2019 

 

Sumber : KPP Pratama Medan Timur 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan 

penerimaan KPP pada tahun 2017 sebesar 1.323.276.040.452 dan penerimaan 

PPh pasal 21 KPP Pratama pada tahun 2016 menurun sebesar 24.460.540.893.  

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat 

Jenderal Pajak, 2013), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian 

penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat 

bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat 

menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di 

antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, 

2015). 

1.005.902.822.175

1.663.091.909.930

1.323.276.040.452

1.421.026.523.451

1.190.128.519.000

68.223.201.023

24.460.540.893

58.852.750.592
60.013.502.802

75.169.536.004

2015 2016 2017 2018 2019

Penerimaan KPP Pratama Medan Timur

Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Medan Timur
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Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan 

telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan 

pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan 

dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system 

merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar 

(Waluyo, 2015). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2013) prinsip self assessment dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang 

terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib 

pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. 

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu 

masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh wajib pajak ke 

Kantor Pelayanan Pajak sebagi sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak 

telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi 

secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT 

Tahunan PPh WP Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan 

PPh WP Badan (dengan Formulir 1771). Batas penyampaian SPT Tahunan 

tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi 
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disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT 

Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat 

kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.Wajib 

pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal 

besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak 

yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang 

perpajakan.Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui 

persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor 

Pelayanan Pajak. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 

tersebut di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang 

sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang 

seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami 

modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat 

peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang 

telah dibuat oleh negara. 

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal, seperti 

kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 

SPT, kepatuhan dalam menghitung kesesuaian jumlah pajak terutang dan 

sebagainya. Pemberian predikat Wajib Pajak patuh sebenarnya sebagai salah 
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satu bentuk dari apresiasi kepada para Wajib Pajak sekaligus memberikan 

motivasi untuk Wajib Pajak lain. 

KPP Pratama Medan Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

pada lokasi penelitian di KPP Pratama Medan Timur mengalami fluktuasi 

pada periode 2015-2019. Ketidakstabilan yang terjadi pada tingkat kepatuhan 

WPOP menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai 

faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan WPOP pada KPP Pratama 

Medan Timur. Berikut ini merupakan data tingkat kepatuhan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Medan Timur tahun 2015-2019:  

Gambar 1.3 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur 

 
Sumber : KPP Pratama Medan Timur 

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah 

wajib pajak terdaftar wajib SPT (WP OP non karyawan) pada tahun 2016 sebesar 

7.812 orang dan tahun 2017 sebesar 5.239 orang. 

 

25.814 25.994
27.647

28.977 29.836

8.583 7.812
5.239

7.512

10.480

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (WP OP (Non Karyawan)

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (WP OP (Non Karyawan)
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Gambar 1.4 Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi  

 
         Sumber : KPP Pratama Medan Timur 

Berdasarkan Gambar 1.4, dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi 

realisasi SPT wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015 sampai 2019. 

Persentase kepatuhan WPOP pada tahun 2015 sebesar 71% mengalami 

stagnansi yaitu tetap diangka 71% pada tahun 2016 kemudian mengalami 

kenaikan menjadi 86% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 tingkat 

kepatuhan WPOP kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 74% dan pada 

tahun 2019 semakin menurun menjadi 73%, padahal jumlah WPOP terdaftar 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika WPOP terdaftar mengalami 

peningkatan maka seharusnya potensi penerimaan pajak juga akan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk meneliti 

pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang 

berjudul: “Analisis Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:  

1. Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan menurun di 

tahun 2017 sebesar 2,81%. 

2. Terjadi penurunan penerimaan pajak pribadi non karyawan KPP pada 

tahun 2017 sebesar 1.323.276.040.452 dan penerimaan pajak pribadi non 

karyawan PPh pasal 21 KPP Pratama pada tahun 2016 menurun sebesar 

24.460.540.893. 

3. Tax Ratio dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Hal ini 

dikarenakan jumlah wajib pajak yang seharusnya melaksanakan 

kewajibannya masih kurang patuh. 

4. Terjadi penurunan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT (WP OP non 

karyawan) pada tahun 2016 sebesar 7.812 orang dan tahun 2017 sebesar 

5.239 orang. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi non karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Medan Timur. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan yaitu apakah penerapan modernisasi administrasi 



9 
 

 
 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan modernisasi administrasi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan 

Timur. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfat untuk : 

a. Untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

referensi universitas sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih 

mendalam pada masa yang akan datang. 

c. Memperoleh pengetahuan mengenai penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan. 

d. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah 

pengetahuan untuk pihak-pihak yang ingin memperdalam ilmu 

perpajakan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak seperti ini dilakukan sudah 

banyak dilakukan.Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Intan 
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Kartika Wulandara dan Adnan(dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi 

Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4 No. 1, Thn 2019) yang berjudul “Pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Efektivitas Sistem 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Banda 

Aceh)”.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Kartika Wulandara dan 

Adnan menyebutkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Banda Aceh. 

Penelitian lain yang juga meneliti mengenai hal ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang sangat 

kecil, yaitu sebesar 0,4% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Bojonagara kota Bandung.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini merupakan replikasi dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2013).Adapun yang 

membedakan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, sedangkan 

penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

di KPP Bojonagara kota Bandung. 

b. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian 

sebelumnya tahun 2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konsep Pajak 

Mahdi dan Ardiati (2017) menyatakan bahwa pajak ialah 

iuran/kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak (baik orang pribadi atau 

badan) yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, 

dengan tidak mendapatkan imbalan/manfaat secara langsung dan uang dari 

kontribusi ini kemudian akan digunakan untuk memenuhi berbagai 

keperluan suatu negara dalam rangka untuk memberikan kemakmuran bagi 

warga negaranya. Selain itu, Resmi (2013) menjelaskan bahwa secara 

ringkas pajak dapat didefinisikan pula melalui ciri-ciri dari pajak itu 

sendiri, yaitu: 

a. Pajak dilaksanakan dan dipungut atas dasar Undang-Undang dan 

aturan pelaksanaannya yang berlaku. 

b. Wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapatkan 

kontraprestasi/manfaat secara langsung dari pemerintah. 

c. Pajak dalam suatu negara dapat dipungut oleh pemerintah pusat 

ataupun pemerintah daerah. 

d. Pendapatan yang diperoleh dari pajak akan dimanfaatkan oleh 

pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. 

Apabila jumlah pemasukan dari pajak mengalami surplus, maka 
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surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan 

public investment. 

Lebih lanjut lagi Resmi (2013) menjelaskan pula bahwa setidaknya 

terdapat dua fungsi utama yaitu antara lain: 

a. Fungsi budgetair. Artinya bahwa pajak memiliki fungsi sebagai 

salah satu sumber utama penerimaan suatu negara guna membiayai 

semua pengeluaran dari negara tersebut, baik untuk membiayai 

pengeluaran yang rutin maupun pengeluaran dalam rangka untuk 

pembangunan. Maka dari itu guna memaksimalkan fungsi ini, 

pemerintah akan secara maksimal memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara melalui pajak. 

b. Fungsi regularend. Artinya bahwa pajak digunakan sebagai alat 

suatu negara/pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan 

berbagai kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi serta 

untuk mencapai berbagai tujuan tertentu lainnya diluar bidang 

keuangan. 

Tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-

17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto, aturan ini 

memperjelas Perdirjen Pajak nomor PER-31/PJ./2009 tentang PPh bagi 

orang pribadi bukan karyawan lantaran tak ada perhitungan yang jelas atas 

wajib pajak pribadi non karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak 

pengahasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan 

Rp54.000.000. 
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Ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak 

subjektif dan pajak objektif.  

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya 

sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu 

pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan 

diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan 

(PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam 

menghasilkan pendapatan atau uang. 

b. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari 

objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dari barang yang dikenakan pajak. 

Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. 

Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri 

oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh 

mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami 

tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri. 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan 

kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat 

ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara 

berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas 

https://www.online-pajak.com/tag/pph?itm_source=pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasannya%20i&itm_medium=internal-link2&itm_campaign=reduce-bounce
https://www.online-pajak.com/tag/pph?itm_source=pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasannya%20i&itm_medium=internal-link2&itm_campaign=reduce-bounce
https://www.online-pajak.com/tag/ppn?itm_source=pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasannya%20i&itm_medium=internal-link3&itm_campaign=reduce-bounce
https://www.online-pajak.com/tag/ppn?itm_source=pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasannya%20i&itm_medium=internal-link3&itm_campaign=reduce-bounce
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kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada 

pihak lain. 

Menurut Resmi (2013) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

(tiga), yaitu: 

a. Official Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang 

setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan 

aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur 

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

b. Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib 

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif sertakegiatan menghitung 

dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. 

Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu 

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan 

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti 

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk : 
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1) Menghitung sendiri pajak terhutang; 

2) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang; 

3) Membayar sendiri pajak terhutang; 

4) Melaporkan sendiri pajak terhutang; 

5) Mempertanggungawabkan pajak yang terutang. Dengan 

demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan 

dominan ada pada Wajib Pajak). 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini 

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, 

keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta 

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan 

melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak 

ketiga yang ditunjuk. 

2.1.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

a. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014: 

924) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan 

mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan 
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tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2013: 2) yaitu 

suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut Kamus 

Bahasa Indonesia (2014: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi 

penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan 

organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. Jadi modernisasi sistem administrasi 

perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan 

terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang 

bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara 

tersebut.Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan 

perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra 

yang baik di mata masyarakat. 

b. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan 

di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang 

diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena 

administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem 

perpajakan di suatu negara yang dipilih.Menurut Laporan Tahunan 

Direktorat Jenderal Pajak (2014: 14) tujuan dari modernisasi sistem 

administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan 
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kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas 

aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk 

mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan 

perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. 

Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut: 

1)  Struktur organisasi 

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang 

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada 

struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat 

kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana 

implementasi kebijakan. 

2) Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi  

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan 

proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. 

Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi 

DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk 

pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. 

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak 

untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif 

dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi 

bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada. 
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3) Manajemen sumber daya manusia 

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (competency 

mapping) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna 

mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana 

hasil program dari tersebut menjadi informasi yang membantu Dirjen 

Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. 

Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan 

kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas 

seluruh jabatan untuk menentukan job grade dari masing-masing jabatan 

tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya 

Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, 

dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat 

berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta 

berbasis pada kompetensi dan kinerja. 

4)  Pelaksanaan good governance 

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good 

governance yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan 

partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai 

yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat 

dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan 

cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan 

pemanfaatan website. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga 

membuka diri terhadap masukan dan kritik dari stakeholders, guna 
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meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan. 

Menurut Devano & Siti (2014), indikator-indikator dalam modernisasi 

sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut: 

1) Sistem Administrasi 

2) Efektivitas Pengawasan 

3) Sumber Daya Manusia Profesional 

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan 

(2011) dalam jurnal Rahayu dan Ita (2014: 123) adalah: 

1) Maksimalisasi penerimaan pajak; 

2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; 

3) Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal 

Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, 

4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses 

pemungutan pajak; 

5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi 

tinggi, kompeten, dan profesional, 

6) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; 

7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses 

informasi yang diperlukan; dan 

8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. 

Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya 

modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan 

struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan 

pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, 
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di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) 

pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filling. 

Lebih lanjut lagi Sarunan (2015) menjelaskan bahwa tujuan 

adanya modernisasi adminitrasi perpajakan setidaknya dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok tujuan, antara lain: 

1) Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak 

berdasarkan database, serta dapat meminimalkan tax group dan 

stimulus fiscal. 

2) Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses 

perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang 

handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam 

prosesnya. 

3) Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata 

masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber 

daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup 

kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan good corporate 

governance. 

4) Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib 

pajak. 

5) Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk 

menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk 

menghindari dan mengantisipasi kemunkinan terjadinya kolusi 

dan nepotisme. 
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Selain itu menurut Sari (2013) tujuan adanya administrasi 

perpajakan ialah sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. 

2) Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 

proses administrasi perpajakan. 

3) Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiskus). 

c. Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Menurut Mulyadi (2013: 6), indikator modernisasi sistem 

administrasi perpajakan adalah sebagai berikut: 

1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat 

menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan 

dan pemeriksaan. 

2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat 

menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan 

pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD). 

3) Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan 

perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet. 

4) Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Rahayu (2014: 138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau 

patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan 

sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-
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undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2014: 148) 

mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai 

suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak 

dikemukakan oleh Norman dalam (Moh. Zain, 2014) seperti yang dikutip 

Rahayu (2014: 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di 

mana: 

1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 

ketentuan perundang-undangan perpajakan 

2) Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas 

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar 

4) Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.  

Menurut Rahayu (2014: 245), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan 

tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak 

akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang 

tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan 

dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar 

menjadi lebih baik untuk ke depannya. Menurut Chaizi Nasucha dalam 

Devano dan Siti (2016: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi 

dari: 

1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. 
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3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar 

pajak terutang. 

4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. 

Menurut Nurmantu (2014: 149), indikator keputuhan pajak adalah 

sebagai berikut 

1) Membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya 

2) Tepat waktu dalam membayar pajak 

3) Memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) tepat waktu. 

4) Selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai 

dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku. 

5) Selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar 

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban 

pajak dalam self assessment system menurut Devano dan Siti (2016: 83-

84) yaitu sebagai berikut: 

a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat 

tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register 

(media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). 

b) Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak 
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Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak 

yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, 

sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang 

terutang tesebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun 

berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih 

antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa 

kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Zain (2014: 113) pun 

wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan 

membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada 

wajib pajak sendiri. 

c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak  

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu 

sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di 

bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di 

KPP terdekat atau melalui e-payment. 

d) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak 

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan 

(SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib 

pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu, 
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untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme 

pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, 

serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh: 

a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) 

dalam 2 tahun terakhir. 

b. Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun 

masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 

2 tahun terakhir. 

c. SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu 

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya. 

d. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak: 

1) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT 

yang diterbitkan untuk masa pajak terakhir, atau 

2) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajaknya. 

e. Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

f. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang 
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pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan 

audit harus: 

1) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 

2) Disusun dalam long form report. 

Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen 

Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (Fidel, 2015). 

Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi: 

1) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 

(tiga) tahun terakhir; 

2) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam 

tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak 

lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 

berturut-turut; dan 

3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud 

pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember 

tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak 

termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 



28 
 

 
 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan 

ketentuan: 

1) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk 

panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi 

komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Tahunan; dan 

2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit 

ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam 

pembinaan lembaga pemerintaha pengawas Akuntan Publik. 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar 

pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan 

(SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Terdapat 

dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu: 

1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 

2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun 

Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) 
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Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Perseorangan dan 

Wajib Pajak Badan.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) 

menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-

OP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT 

Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan 

adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). 

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah akhi Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP 

Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir 

Tahun Pajak. 

Menurut Waluyo (2014: 33) suatu SPT Tahunan terdiri dari 

SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 

terpisahkan. Untuk data dasar (formal)nya SPT paling sedikit memuat 

tentang: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, 

bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda 

tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Di samping data dasar 

(formal) juga memuat data materiil mengenai:  

a. jumlah peredaran usaha; 

b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak; 
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c. jumlah Penghasilan Kena Pajak; 

d. jumlah pajak yang terutang; 

e. jumlah kredit pajak; 

f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

g. jumlah harta dan kewajiban; 

h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan 

i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

2.1.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

       Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem 

administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, 

dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. 

Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin 

lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya saja 

ialah pada saat ini kita mengenal e-filing. Melalui e-filing wajib pajak tidak 

perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) 

untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknnya. Si wajib pajak 

cukup melaporkan SPT nya secara online menggunaka e-filing dan dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan 

adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak 

untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sarunan (2015), yang telah membuktikan bahwa modernisasi 
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adminitrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya  

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan 

penulis dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metodologi Penelitian Hasil 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

Ni Luh 

Junia 

Purnami, 

Edy Sujana, 

I Nyoman 

Putra Yasa 

(2017) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Gianyar 

1. Variabel 

dependen 

kepatuhan 

wajib pajak 

2. Menggunak

an variabel 

independen 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan  

1. Menggunak

an analisis 

linier 

berganda 

2. Penelitian 

dilakukan di 

KPP 

Pratama 

Gianyar 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa secara 

individu dan 

bersama-sama 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

(struktur 

organisasi, 

business 

process dan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi, 

manajemen 

sumber daya 

manusia, dan 

pelaksanaan 

good 

governance) 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

tingkat 

kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Intan 

Kartika 

Wulandara 

dan Adnan 

(2019) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan dan 

efektivitas 

1.Variabel 

dependen 

kepatuhan wajib 

pajak 

2.Menggunakan 

variabel 

1. 

Menggunakan 

analisis linier 

berganda. 

2. Pemilihan 

sampel 

Modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

memiliki 

pengaruh 
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Sistem 

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi Pada 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

yang Terdaftar 

di KPP 

Pratama Banda 

Aceh)   

independen 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan   

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling. 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi 

yang terdaftar 

di KPP 

Pratama 

Banda 

Aceh.Efektivit

as sistem 

perpajakan 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi 

yang terdaftar 

di KPP 

Pratama 

Banda Aceh. 

Modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

dan efektivitas 

sistem 

perpajakan 

secara 

bersama-sama 

dapat 

mempengaruhi 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi 

yang terdaftar 

di KPP 

Pratama 

Banda Aceh. 

Fani 

Adhistyastu

ti, Afifudin 

dan 

M.Cholid 

Mawardi 

(2017) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Pajak dan 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

terhadap 

Kepatuhan 

wajib Pajak 

Orang Pribadi 

di KPP 

Pratama Batu 

1. Menggunak

an variabel 

dependen 

kepatuhan 

wajib pajak 

2. Menggunak

an variabel 

independen 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan   

1. Penelitian 

ini 

menggunak

an analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

2. Metode 

sampling 

menggunak

an  rumus 

Slovia. 

Hasil 

pengujian 

regresi linear 

berganda 

menunjukan 

bahwa secara 

parsial 

bussines 

process tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak , 

koefisien dari 
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hasil 

pengujian 

menunjukan 

hasil yang 

positif artinya 

perubahan 

proses bisnis 

tidak akan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

Razif dan 

Rahmawati 

(2017) 

Analisis 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Modern 

Terhadap 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Pemeriksaan 

Fungsional dan 

Implementasin

ya Pada 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Studi Kasus 

Pada KPP 

Pratama 

Bireuen) 

1. Menggunak

an variabel 

dependen  

kepatuhan 

wajib pajak 

2. Menggunak

an variabel 

independen 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan   

1. Metode 

penelitian 

menggunak

an metode 

deskriptif 

kualitatif 

2. Teknik 

pengambila

n data 

dalam  

penelitian 

ini 

menggunak

an metode 

wawancara 

dan 

observasi. 

 

Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern KPP 

Pratama 

Bireuen sudah 

memiliki 

infrastruktur 

yang dapat 

mempermudah 

pelayanan 

wajib pajak. 

Dengan 

adanya sistem 

ini, wajib 

pajak dalam 

hal 

pemenuhan 

kewajiban 

perpajakannya 

dapat 

menghemat 

waktu dalam 

pelaksanaanya

, serta 

pelayanan 

fungsional 

pemeriksa 

meningkat 

setelah 

diterapkannya 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern. 

Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern 

terhadap 

kepatuhan 
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wajib pajak 

melalui 

efektivitas 

pelaksanaan 

pemeriksaan 

fungsional 

pada KPP 

Pratama 

Bireuen 

mempunyai 

tujuan untuk 

mengetahui 

kepatuhan 

pemenuhan 

kewajiban 

perpajakannny

a misalnya 

dalam SPT 

menunjukkan 

kelebihan 

pembayaran, 

SPT pajak 

penghasilan 

menunjukkan 

rugi, dan SPT 

tidak 

disampaikan 

atau 

disampaikan 

tidak tepat 

waktu. Dan 

juga untuk 

melaksanakan 

ketentuan 

perundangan 

perpajakan 

misalnya 

dalam 

pemberian 

nomor pokok 

wajib pajak 

(NPWP), 

penghapusan 

nomor pokok 

wajib pajak, 

dan 

pengukuhan 

atau 

pencabutan 

pengukuhan 

pengusaha 

kena pajak.  
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Sri Rahayu 

(2014) 

Pengaruh 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Survei atas 

Wajib Pajak 

Badan pada 

KPP Pratama 

Bandung “X”) 

1. Menggunak

an variabel 

dependen  

kepatuhan 

wajib pajak 

2. Menggunak

an variabel 

independen 

modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan   

1. Metode 

penelitian 

menggunak

an metode 

deskriptif 

kualitatif 

2. Pemilihan 

sampel 

menggunak

an teknik 

purposive 

sampling. 

Sistem 

administrasi 

perpajakan 

modern tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Sugiyono (2014) menyatakan kerangka konseptual akan 

menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Melalui e-filing wajib pajak 

tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) 

untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknnya. Si wajib pajak cukup 

melaporkan SPT nya secara online menggunaka e-filing dan dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan adanya 

modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi 

semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Model 

penelitian dapat ditunjukkan dengan kerangka konseptual yang dituangkan 

dalam sebuah model penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

Modernisasi 

Administrasi 

Perpajakan  

(X) 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi  

(Y) 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Maka 

hipotesis di dalam penelitian ini adalah penerapan modernisasi administrasi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu bentuk 

penelitian dengan menggunakan minimal dua variabel yang dihubungkan. 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang betujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat 

dibangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan 

mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2014). Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk 

menguji variabel (X) terhadap variabel (Y).Dalam penelitian ini, metode 

asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh penerapan 

modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak 

orang pribadi. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur yang 

beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. 

Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera 

Utara 20151. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Proses penyusunan proposal penelitian ini dilakukan mulai dari 

bulan  2019 sampai dengan Juli 2020. 
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3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipejarai dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Menurut Ghozali (2018), populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.. Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama 

Medan Timur sebanyak 29,836 orang. 

Menurut Ghozali (2018), sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah random sampling yaitu semua anggota populasi memperoleh 

kesempatan yang sama untuk dipilih secara random/acak sebagai bagian 

dari sampel dalam penelitian”. Sampel diambil dengan menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

     N 

 n =  

          1 + Ne2 

 

    29.836  

 n =    

          1 + 29.836 (0.1)2  

 

    29.836  

 n =   n = 99,66 

                                      299,36 

n = 99  
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Keterangan : 

n : Ukuran / besarnya sampel 

N : Ukuran / besarnya populasi.    

3.3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.3.2.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif.Data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka atau bilangan.Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat 

diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika 

atau statistika. (Ghozali 2018). 

3.3.2.2 Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer.Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder adalah 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2019).Data primer juga disebut sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.Untuk 

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara 

langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain, observasi, wawancara, 

diskusi terfokus (focus group discussion – FGD) dan penyebaran 

kuesioner (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang 
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diedarkan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasanya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel 

terikat.Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2019). Variabel bebas sering disebut sebagai variabel 

stimulus, pediktor, antecedent (Ghozali, 2018). Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan modernisasi 

administrasi perpajakan. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2019).Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Alat yang digunakan untuk mengukur variabel bebas dan 

variabel terikat adalah dengan menyebarkan kuisioner sesuai 

kebutuhan penelitian.Agar data hasil kuisioner yang terkumpul dapat 

diolah dan dianalisis diperlukan suatu skala pengukuran atas jawaban 

dari setiap responden. Dalam hal ini, digunakan  skala 5 tingkat 
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(likert) yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, 

sangat tidak setuju. Kelima penelitian ini diberi bobot sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pengukuran Terhadap Variabel Dependen 

 

 

 

 

3.4.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional variable penelitian merupakan 

penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi 

operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Deskripsi Indikator Skala 

1. Modernisasi 

Administrasi 

Perpajakan 

(X) 

Suatu sistem pada 

dasarnya adalah 

sekelompok unsur yang 

erat berhubungan satu 

dengan yang lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 

(Mulyadi, 2013: 2) 

a. Modernisasi sistem 

administrasi perpajakan 

dapat menyederhanakan 

prosedur untuk melakukan 

kegiatan pelayanan dan 

pemeriksaan. 

b. Modernisasi sistem 

administrasi perpajakan 

dapat menyederhanakan 

prosedur pengisian formulir 

surat pemberitahuan pajak 

daerah (SPTPD) dan surat 

setoran pajak daerah 

(SSPD). 

c. Modernisasi sistem 

administrasi perpajakan 

membuat peraturan 

perpajakan dapat diakses 

lebih cepat melalui internet. 

d. Modernisasi sistem 

administrasi perpajakan 

dapat memudahkan wajib 

Likert 

No Uraian Skala 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Cukup Setuju (CS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

 

(Mulyadi, 2013: 6) 

2. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang 

Pribadi (Y) 

Suatu keadaan di mana 

wajib pajak dalam 

memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak 

perpajakannya. 

 

(Nurmantu, 2014: 148) 

a. Membayar kewajiban pajak 

serta tunggakan pajaknya 

b. Tepat waktu dalam 

membayar pajak 

c. Memiliki kesadaran dan 

kepatuhan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan 

dengan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) tepat 

waktu. 

d. Selalu mengisi Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) sesuai 

dengan 

peraturan/perundangan-

undangan yang berlaku. 

 

e. Selalu menghitung pajak 

dalam jumlah yang benar. 

 

(Nurmantu, 2014: 149) 

 

Likert 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.  

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka 

peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas Data 

Untuk mengetahui kelayakan : untuk mengetahui 

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan (angket) 

yang akan disajikan kepada pada responden maka diperlukan uji 

validitas setiap pertanyaan lebih besar (>) 0,30 maka butir 

pertanyaan dianggap valid (Ghozali, 2018). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 
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1) Repeated Measure atau pengukuran ulang. 

2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan 

lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 

Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan 

pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Ghozali, 2018). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka 

peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel independen maupun dependen 

mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 

2018).Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Untuk menguji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample 

Solgomorov Sminov Test. Dasar pengembalian keputusan 

adalah jika 2-tailed > 0,05, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas dan sebaliknya (Ghozali, 2018). 
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3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas (Sugiyono, 2014). Untuk mendeteksi apakah 

model regresi yang dipakai bebas dari permasalahan 

multikolinearitas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation 

Factor (VIF) dan tolerance, dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 

dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Disamping itu nilai R2 

yang menunjukkan nilai lebih kecil daripada koefisien korelasi 

simultan (R). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika varian berbeda disebut 

heterokedastisitas (Sugiyono, 2014). Suatu model regresi dapat 

dikatakan bebas dari permasalahan heterokedastisitas apabila 

titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 

0, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 
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kembali, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau 

dibawah saja (Ghozali, 2018). 

3.6.3 Analisis Data 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk mengukur besarnyapengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat 

dengan menggunakan variabel bebas. Metode regresi linier 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh 

antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat 

(dependen). Dalam penelitian ini, untuk menguji keseluruhan 

hipotesis digunakan model regresi linier berganda, dengan model 

sebagai berikut: 

Y = α + b.X + e 

Keterangan : α  = Konstanta 

  b = Koefisien Regresi 

  X = Penerapan Modernisasi Administrasi  

      Perpajakan 

  Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang  

      Pribadi 

  e = Error Term 

3.6.3.2 Uji Hipotesis (Uji T) 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap 
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variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan jika nilai 

signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak dan Hα diterima, yang 

artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 

(nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinan nol maka 

variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin 

mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen.Karena variabel 

independen pada penelitian ini lebih dari satu, maka koefisien 

determinasi yang digunakan adalah Adjusted R Square (Ghozali, 

2013). 

Untuk mengetahui besarnya atau kecilnya persentase 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel berikut (Y) 

dipergunakan koefisien determinan dengan rumus sebagai berikut: 

 

KD = r2 x 100% 

Keterangan : KD = Koefisien Determinan 

  R = Koefisien Korelasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan 

bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan 

pendidikan terakhir. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Tabel 4.1 
Jenis Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Laki-Laki 58 58.6 58.6 58.6 

Perempuan 41 41.4 41.4 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

        Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak non karyawan 

yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi responden adalah 

berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 58.6% dari total 

responden. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia. 

Tabel 4.2 
Usia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Diatas 40 Tahun 33 33.3 33.3 33.3 

Dibawah 40 Tahun 66 66.7 66.7 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

  Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 
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Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak non karyawan yang 

terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi responden berusia di bawah 

40  tahun, yaitu sebanyak 66 orang atau sebesar 66.7% dari total responden. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir. 

Tabel 4.3 
Pendidikan Terakhir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid D3 8 8.1 8.1 8.1 

S1 43 43.4 43.4 51.5 

S2 3 3.0 3.0 54.5 

SMU 45 45.5 45.5 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

             Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak non karyawan yang 

terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi responden memiliki 

pendidikan terakhir SMU yaitu sebanyak 45 orang atau sebesar 45.5% dari total 

responden. 

 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap 

variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 99 orang. Jawaban angket 

disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu: 

a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

b. Setuju (S) dengan skor 4 

c. Ragu-Ragu (RR) dengan skor 3 

d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 
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Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan 

pada tabel-tabel berikut: 

a. Variabel X (Modernisasi Administrasi Perpajakan) 

Tabel 4.4 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan 

prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan. 
Pernyataan X.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 2 2.0 2.0 2.0 

Tidak Setuju 13 13.1 13.1 15.2 

Ragu-Ragu 13 13.1 13.1 28.3 

Setuju 26 26.3 26.3 54.5 

Sangat Setuju 45 45.5 45.5 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

   Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat  

setuju sebanyak 45 orang (45.5%), setuju sebanyak 26 orang (26.3%), ragu-ragu 

sebanyak 13 orang (13.1%)tidak setuju sebanyak 13 orang (13.1%) dan sebanyak 

2 orang (2.0%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban 

responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat  setuju sebanyak 45 

orang (45.5%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa 

modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur 

untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan. 
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Tabel 4.5 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan 

prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) 

dan surat setoran pajak daerah (SSPD). 

Pernyataan X.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Setuju 4 4.0 4.0 4.0 

Ragu-Ragu 20 20.2 20.2 24.2 

Setuju 27 27.3 27.3 51.5 

Sangat Setuju 48 48.5 48.5 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

      Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat  

setuju sebanyak 48 orang (48.5%), setuju sebanyak 27 orang (27.3%), ragu-ragu 

sebanyak 20 orang (20.2%) dan sebanyak 4 orang (4.0%) responden yang 

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang 

menyatakan sangat  setuju sebanyak 48 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan 

responden sangat setuju bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat 

menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah 

(SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD). 

Tabel 4.6 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan 

dapat diakses lebih cepat melalui internet. 
Pernyataan X.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 6 6.1 6.1 6.1 

Tidak Setuju 8 8.1 8.1 14.1 

Ragu-Ragu 17 17.2 17.2 31.3 

Setuju 31 31.3 31.3 62.6 

Sangat Setuju 37 37.4 37.4 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 37 orang (37.4%), setuju sebanyak 31 orang (31.3%), ragu-ragu 
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sebanyak 17 orang (17.2%), tidak setuju senamyak 8 orang (8.1%) dan sebanyak 6 

orang (6.1%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban 

responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37 

orang (37.4%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa 

modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat 

diakses lebih cepat melalui internet. 

Tabel 4.7 

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Pernyataan X.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.0 1.0 1.0 

Tidak Setuju 5 5.1 5.1 6.1 

Ragu-Ragu 17 17.2 17.2 23.2 

Setuju 48 48.5 48.5 71.7 

Sangat Setuju 28 28.3 28.3 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

  Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat  

setuju sebanyak 28 orang (28.3%), setuju sebanyak 48 orang (48.5%), ragu-ragu 

sebanyak 17 orang (17.2%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.1%) dan sebanyak 1 

orang (1.0%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban 

responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 48 orang 

(48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa modernisasi sistem 

administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 
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b. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) 

Tabel 4.8 

Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya. 
Pernyataan Y.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Setuju 20 20.2 20.2 20.2 

Ragu-Ragu 34 34.3 34.3 54.5 

Setuju 37 37.4 37.4 91.9 

Sangat Setuju 8 8.1 8.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 8 orang (8.1%), setuju sebanyak 37 orang (37.4%), ragu-ragu 

sebanyak 34 orang (34.3%) dan sebanyak 20 orang (20.2%) responden yang 

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang 

menyatakan setuju sebanyak 37 orang (37.4%). Jadi dapat disimpulkan responden 

setuju bahwa saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya. 

Tabel 4.9 

Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak. 
Pernyataan Y.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Setuju 15 15.2 15.2 15.2 

Ragu-Ragu 44 44.4 44.4 59.6 

Setuju 36 36.4 36.4 96.0 

Sangat Setuju 4 4.0 4.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 4 orang (4.0%), setuju sebanyak 36 orang (36.4%), ragu-ragu 

sebanyak 44 orang (44.4%) dan sebanyak 15 orang (15.2%) responden yang 

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang 
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menyatakan ragu-ragu sebanyak 44 orang (44.4%). Jadi dapat disimpulkan 

responden ragu-ragu bahwa saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak. 

Tabel 4.10 

Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) tepat waktu. 
Pernyataan Y.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Setuju 14 14.1 14.1 14.1 

Ragu-Ragu 35 35.4 35.4 49.5 

Setuju 43 43.4 43.4 92.9 

Sangat Setuju 7 7.1 7.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 7 orang (7.1%), setuju sebanyak 43 orang (43.4%), ragu-ragu 

sebanyak 35 orang (35.4%) dan sebanyak 14 orang (14.1%) responden yang 

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang 

menyatakan setuju sebanyak 43 orang (43.4%). Jadi dapat disimpulkan responden 

setuju bahwa saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

tepat waktu. 

Tabel 4.11 

Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai 

dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku. 
Pernyataan Y.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Setuju 10 10.1 10.1 10.1 

Ragu-Ragu 41 41.4 41.4 51.5 

Setuju 42 42.4 42.4 93.9 

Sangat Setuju 6 6.1 6.1 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 
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Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 6 orang (6.1%), setuju sebanyak 42 orang (42.4%), ragu-ragu 

sebanyak 41 orang (41.4%) dan sebanyak 10 orang (10.1%) responden yang 

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang 

menyatakan setuju sebanyak 42 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden 

setuju bahwa saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

sesuai dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku. 

Tabel 4.12 

Saya selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar. 
Pernyataan Y.5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tidak Setuju 22 22.2 22.2 22.2 

Ragu-Ragu 36 36.4 36.4 58.6 

Setuju 37 37.4 37.4 96.0 

Sangat Setuju 4 4.0 4.0 100.0 

Total 99 100.0 100.0  

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 4 orang (4.0%), setuju sebanyak 37 orang (37.4%), ragu-ragu 

sebanyak 36 orang (36.4%) dan sebanyak 22 orang (22.2%) responden yang 

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang 

menyatakan setuju sebanyak 37 orang (37.4%). Jadi dapat disimpulkan responden 

setuju bahwa saya selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar. 
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3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

a. Pengujian Validitas 

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah 

disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas 

setiap pertanyaan lebih besar (>) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid. 

Tabel 4.13 

Uji Validitas (X) Modernisasi Administrasi Perpajakan 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Pernyataan X.1 12.0404 4.835 .601 .576 

Pernyataan X.2 11.8384 5.749 .599 .595 

Pernyataan X.3 12.1818 5.926 .316 .772 

Pernyataan X.4 12.0606 6.098 .538 .632 

    Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Dari tabel 4.13 di atas hasil output SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation yang artinya nilai korelasi antara skor 

setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas 

dari 4 (empat) butir pertanyaan pada variabel modernisasi administrasi perpajakan 

dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30. 

Tabel 4.14 

Uji Validitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Pernyataan Y.1 13.4040 6.243 .539 .787 

Pernyataan Y.2 13.4444 6.474 .603 .765 

Pernyataan Y.3 13.3030 6.132 .646 .751 

Pernyataan Y.4 13.2929 6.332 .663 .748 

Pernyataan Y.5 13.5051 6.497 .519 .790 

     Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Dari tabel 4.14 di atas hasil output SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation yang artinya nilai korelasi antara skor 
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setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas 

dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30. 

b. Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau 

handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam 

penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan 

alpha cronbach. Angket dikatakan reliabel jika alpha cronbach > 0,60 dan tidak 

reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60. 

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada 

responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel Reliability Statistics yang 

disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Uji Reliabilitas (X) Modernisasi Administrasi Perpajakan 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.710 4 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Dari tabel 4.15 di atas, hasil output SPSS diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,710 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah 

disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel 

modernisasi administrasi perpajakan adalah reliabel atau dikatakan handal. 

Tabel 4.16 

Uji Reliabilitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.806 5 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 
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Dari tabel 4.16 di atas, hasil output SPSS diketahui nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,806 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah 

disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah reliabel atau dikatakan handal. 

 

4. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal. 

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 
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Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui 

bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki 

garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah. 

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian 

normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang 

menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara 

normal.  

 Dari gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji 

normalitas data, data untuk variabel kepatuhan wajib pajak berdistribusi secara 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Uji ini 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) 

dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value > 

0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.  

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada 

respoden dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinieritas  
                                                                           Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.804 1.469 5.993 .000   

Modernisasi Administrasi 
Perpajakan 

.495 .090 5.495 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak       
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa angka Variance 

Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah modernisasi 

administrasi perpajakan 1,000 < 10, serta nilai Tolerance modernisasi administrasi 

perpajakan 1,000 > 0,10, sehingga terbebas dari multikolinieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam  model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas. 

 

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar scatterplot menunjukkan bahwa 

titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola 

atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data 

ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi 

ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-

variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas. 
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5. Regresi Linier Sederhana 

  Regresi linier sederhana bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua 

atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel 

terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Rumus analisis regresi 

sederhana sebagai berikut: 

Y = α + bX + e 

Tabel 4.18 

Regresi Linier Sederhana 
                                                                           Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.804 1.469 5.993 .000   

Modernisasi 
Administrasi Perpajakan 

.495 .090 5.495 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak       
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0  

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut diperoleh regresi linier sederhana sebagai 

berikut Y = 8,804 + 0,495 X + e. 

Interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana adalah: 

a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka 

kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 8,804. 

b. Jika terjadi peningkatan modernisasi administrasi perpajakan sebesar 1, maka 

kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,495. 
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6. Uji Kesesuaian (Test Goodness Of Fit) 

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual 

menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5%. 

Tabel 4.19 

Uji Parsial  
                                                                     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.804 1.469 5.993 .000   

Modernisasi 
Administrasi Perpajakan 

.495 .090 5.495 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak       
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 

 Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh modernisasi 

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil menunjukkan 

bahwa thitung 5,495 > ttabel 1,984 dan signifikan  0,000 < 0,05, maka Ha diterima 

dan H0 ditolak, yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Koefisien Determinasi  

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase 

besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi  
                                                                  Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .487a .237 .230 2.69699 

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Administrasi Perpajakan   

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak     
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 
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Berdasarkan tabel tabel 4.20 di atas dapat dilihat angka adjusted R Square 

0,237 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 23,7% 

kepatuhan wajib pajak dapat diperoleh dan dijelaskan oleh modernisasi 

administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya 100% - 23,3%  = 76,7% dijelaskan 

oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti pengawasan, perilaku dan lain-

lain.  

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil menunjukkan bahwa thitung 5,495 > ttabel 1,984 dan signifikan  0,000 < 

0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan modernisasi 

administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem 

administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam 

prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan 

memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas 

dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya saja ialah pada saat ini kita 

mengenal e-filing.  

Melalui e-filing wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke 

kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) 

pajaknnya. Si wajib pajak cukup melaporkan SPT nya secara online menggunaka 

e-filing dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja 

dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak 

untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 
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Sarunan (2015), yang telah membuktikan bahwa modernisasi adminitrasi 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan 

pada KPP Pratama Medan Timur. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat 

dijadikan masukan untuk KPP Pratama Medan Timur yaitu: 

1. Harapannya melalui hasil dari penelitian ini, guna meningkatkan 

kesadaran wajib pajak untuk senantiasa selalu memenuhi hak dan 

kewajiban perpajakannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai tujuan 

pemerintah terkait dengan kegiatan pemungutan pajak untuk 

melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan yang semakin baik.  

2. Harapannya, penelitian ini kedepannya dapat juga menjadi salah satu 

sumber literatur bagi para akademisi dan peneliti yang juga tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak, terutama berkaitan 

dengan kepatuhan wajib pajak.  
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